
 

 
lxiv 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU 

Anshori Ilyas (et.al.), 2017, Kontrak Publik, UPT Unhas Press, Makassar  

I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Cetakan Ke-3, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2003 

Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan 

Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 

Ismail Nurdin, 2017, Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek 

Etika Pemerintahan, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta 

Jimly Assiddiqie, 2006, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, 

Konstitusi Press 

---------------, 2010, Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia, Sinar 

Grafika, Jakarta 

---------------, 2014, konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta 

---------------, 2017, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi 1, PT. 

Rajagrafindo Persada, Depok, 

Moh. Taufik Makarao, 2009, Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata, PT 

Rineka Cipta, Jakarta,  

Nomensen Sinamo, 2015, Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis 

Tentang Birokrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta 

Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, KENCANA, Jakarta 

Philipus M Hadjon, 2012, Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum 

dalam Hukum Administrasi dan Good Governance, Penerbit 

Universitas Trisakti 



 

 
lxv 

--------------- (et.al.), 2015, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 

Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 

Purwosusilo, 2014, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, 

KENCANA, Jakarta, 

Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia, 2018, Sistem Pemerintahan 

Indonesia, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 

Riawan Tjandra, 2018, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta 

Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, 

Jakarta 

SF Marbun dan Moh. Mahfud, 2006, Pokok-Pokok Hukum Administrasi 

Negara, Liberty, Yogyakarta 

Tjahjanulin Domai, 2005, Dari Pemerintahan ke Pemerintahan Yang Baik, 

Depdagri, Jakarta, 

Yusri Munaf, 2016, Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh 

Publishing, Pekan Baru. 

JURNAL 

Arini Nur Annisa, dkk, “Pengawasan Pemerintahan Terhadap Pemenuhan 
Hak-hak Pekerja Rumah Tangga Pada Masa Transisi”, Awang 
Long Law Review, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 
5, Nomor 1, November 2022 

Firzhal Azhi Jiwantara, Siti Hasanah, Lukman, “Konsep Penyalahgunaan 
Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia”, 
Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 02 Nomor 03, Februari 2022 

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah: Realitas Antagonis dalam Perwujudan Prinsip 
Clean Governance di Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah 
Hukum, Jilid 42 Nomor 1, Januari 2013 

Musa Darwin Pane, “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah”, Jurnal Media Hukum, Vol. 24 
Nomor 2, Desember 2017 



 

 
lxvi 

Sirajuddin, Hedwig Adianto Mau, Umar Suryadi Bakry, “Sengketa 
Keputusan Tata Usaha Negara Pada Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia”, 
Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 24, Nomor 1, April 2023 

Syofyan Hadi dan Tomy Michael, “Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) 
dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara”, Jurnal Ilmu 
Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 

Nur Asyiah, “Eksitensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap 
Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi 
Negara”. Jurnal Ilmu Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum 
Universitas Samudra 1 Januari 2016 

Yunuar Kurniawaty, “Penggunaan Deskresi Dalam Pembentukan Produk 
Hukum (The Use Discresion In Formation Of Legal Product)”. 
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3 Nomor 1, Maret 2016. 

 

DISERTASI 

Tatiek Sri Djatmiati. “Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia”. Disertasi. 
Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya. 

 

CERAMAH 

Jimly Asshiddiqie. Ceramah: “Negara Hukum Indonesia”. Pelantikan Dewan 
Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya. Jakarta. 23 
Januari 2010. 

 

INTERNET 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 2017. 
Pengaturan Harga Katalog Tetap Ikut Tujuh Prinsip Pengadaan. 
http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4836. diakses pada tanggal 21 
Juli 2022. 

---------------. 2017. Pengaturan Harga Katalog Tetap Ikut Tujuh Prinsip 
Pengadaan. http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4836. Diakses pada 
tanggal 20 November 2022. 

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4836
http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4836


 

 
lxvii 

Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Administrasi Pemerintahan 

Undang-Undang 9 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara 

Perma Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian 
Unsur Penyalahgunaan Wewenang 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ 
Jasa Pemerintah 

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 


